
BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 5P TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. b ahwa unt u k me nghindari te r tundanya penetapan
Anggaran Pendapatan dan B elanja Desa akibat t idak
dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan
permusyawaratan Desa, serta dengan telah ditetapkannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 9 /PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam h u ru f a , p e r lu m enetapkan Peratu ran Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;

Undang-Undang N o mor 69 Tah u n 19 5 8 te n tang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara T i mu r (L embaran N egara R epublik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 6 Ta hun 2 0 14 t entang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peratursn Pemerintah Nomor 4 3 T ahun 2 014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Neyva Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tymbahan Lembaran

Mengingat

~ Negara Republik Indonesia Nomor 5717); $



4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik I n donesia Nomor 5 5 58) sebagaimana telah
beberapa ka l i di u bah te rakhi r de ngan P eratu ran
Pemerintah Nomor 8 T a hun 2 016 t entang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan d a n Be lanja N egara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tshun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan K euangan D esa ( Berita N egara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 9 /PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan E valuasi Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang
D aftar Kewenangan Berdasarkan Ha l A ss i U su l d an
Kewenangan L oka l Be rskala Desa (B erita Da erah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Ped oman Pengelolaan Keuangan De sa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERU BAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NO M O R 12 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keusngan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12 ), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 d iubah, sehingga Pasal 22

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(I) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Kepala Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD paling lambat
bulan Oktober tahun berjalan.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dibahas dan disepakati bersama paling lambat 1 (satu)

(
bulan sebelum tabun anggaran bernmgkuten dllaksanakan. )t



2. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A
yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (4) BPD dan Kepala Desa tidak membahas dan/atau tidak
menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Kepala
Desa melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APB
Desa tahun anggaran sebelumnya yang disusun dalam Rancangan
Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa.

(2) Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatksn
evaluasi Bupati dan dapat didelegasikan kepada Camat.

(3) APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tidak dapat
dilakukan perubahan.

(4) Pelampauan da r i pengeluaran se t inggi-tingginya se bagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat d i lakukan apabila ada kebijakan
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 22A

3. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 25A
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa dilakukan
secara mutatis mutandis dengan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal
25.

Pasal 26

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat
(4), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a,
disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pads ayat (1) disalurkan dengan

a. Dana telah diterima dalam rekening Kas Umum Daerah; dan

b. APB Desa telah ditetapkan.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap pads tahun anggaran berjalan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan

b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

(4) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

syarat:

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai



Pasal 32

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk
untuk b elanja pegawai yang bersifat m engikat d an operasional
perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

(3) Belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), meliputi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan
perangkat Desa, tunjangan BPD, serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun
Warga.

(4) Rincian belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat digunakan untuk pembayarsn seperti rekening listrik
kantor desa, rekening air kantor desa, slat tu lis ksntor, cetak dan
penggandaan, benda pos, biaya makanan dan minuman rapat, dan
biaya perjalanan dinas.

(5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pads ayat (2), mengatur
tentang pengeluaran kas sebelum penetapan Peraturan Desa tentang

(6) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk belanja
pegawai yang bersifat mengikat dan belanja operasional perkantoran
menggunakan perhitungan jumlah minimal berdasarkan Keputusan
Bupati yang menetapkan harga standar pemerintah Daerah.

(7) Dalsm hal Peraturan Desa tentang APB Desa telsh ditetapkan dan
terdapat selisih jumlah pembayaran belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 2 ) , m ak a d i perhitungkan p ada p embayaran b u lan
berikutnya.

APB Desa.

6. Ketentuan Pasal 45 ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6)
dan ayat (7), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa
kepada Bupati berupa:

a. laporan semester pertama; dan

b. laporan semester akhir tahun;

(2) laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.

(3) laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.

(4) Kepala Desa menysmpaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
kepada Bupati berupa:

a. laporan re alisasi p enggunaan D an a Desa ta hu n an ggaran
sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I;

(5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a d isampaikan paling

/ lambat. minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalsn. (



(6) Laporan realisasi penggunaan Dana D esa t ahap I sebagaimana
dimaksud pads ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat minggu
kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dan
huruf b serta laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan
huruf b belum dissmpaikan, Bupati dapat menunda penyaluran ADD,
Dana Desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
tahun berjalan.

7. Ketentuan Pasal 52 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf n dan huruf o,
sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Ketentuan mengenai:

a. format rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, tercantum dalam
Lampiran I;

b. format Rencana Anggaran Biaya, tercantum dalam Lampiran II;

c. format buku kas pembantu kegiatan, tercantum dalam Lampiran III;

d. format surat permintaan pembayaran, tercantum dalam Lampiran IV;

e. format pernyataan tanggung)awab belanja, tercantum dalam Lampiran
V;

f . f ormat penatausahaan yang terdiri dari buku kas umum, buku kas
pembantu pajak, dan buku bank, tercantum dalam Lampiran VI;

g. format laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, tercantum dalam
Lampiran VII;

h . format ranc angan Per a turan Desa tent ang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, tercantum dalam
Lampiran VIII;

i. f ormat rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Kas
Sebelum Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa, tercantum
dalam Lampiran IX;

j. f o rmat penutupan kas, tercantum dalam Lampiran X;

k. format persetujuan bersama Kepala Desa dengan BPD t erhadap
rancangan Peratu ran Desa tentang APB Desa, tercantum dalam
Lampiran XI;

1. kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan, tercantum dalam
Lampiran XII;

m. kode rekening kegiatan, tercantum dalam Lampiran XIII; dan

n. format rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa, tercantum
dalam Lampiran XIV;

o. format laporan realisasi penggunaan Dana Desa, tercantum dalam
Lampiran XV;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

z Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. )
5­



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangsn Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
padatanggal 6 S ~ wP m Zo>4

7 BUPATI SUMBAWA,)

g M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

pada tanggal I f S4f~ ~ %01 4

RAS I

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR

-6­



LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3Q TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KEPALA DESA ...
KABUPATEN SUMBAWA

PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR .. . TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

enimbsng : a . bahwa berdasarkan ketentusn Pasal 22A ayat (1) Peraturan
Bupati Sumbawa Nomor ... Tahun 2016 tentang Perubah
atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyatatam
apabila sampai b a tas w aktu y an g d i tetapkan Bad an
Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa tidak membaha
dan/atau t idak menyepakati Rancangan Peraturan De
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepal
Desa melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesa
angka Anggaran Pendapatan dan B elanja Desa
anggaran sebelumnya yang disu sun dalam Rancang
Peraturan Kepala Desa tentsng Anggaran Pendapatsn d
Belanja Desa;

b. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 30 November ...
BPD belum menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentan
APB Desa Tahun Anggaran . .. , maka u n tuk m endapa
persetujuan Bu pat i gu n a me laksanakan p engeluaran
s etinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pads h u ruf a ,
perlu menetapkan Rancangsn Peraturan Kepala Desa
tentang Anggaran Pendapatsn dsn Belanja Desa Tahun
Anggaran ...;

engingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang De
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
5495);)



2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 3 T ahun 2 014 t entan
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahu
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar
Negara Republik I n donesia Tahun 2 0 15 N omor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dan
Desa yang Bersumber dar i A nggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 t entang Perubahan Kedua atas Peratu
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentsng Dana Desa yan
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomoq
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republi
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentan
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul d
Kewenangan Lokal Be~ Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tshun 2015 Nomor 11);

6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentan
Ped oman Pengelolaan Keuangan De sa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor ...
Tahun 2016 t entang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2016 Nomor ...);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014~

MEMUTUSKAN:

enetapkan: PERATURAN KEPALA D ESA TENT AN G ANGGA RAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ... TAHUN ANGGARAN ...

Pasal 1
ggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran ... dengan rinci

ebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp.......................
. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.............................
b. Bidang Pembangunan Rp.............................
c, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.............................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.............................
e. Bidang Tak Terduga R .............................



Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

R

Rp..
R . .
Rp....
Rp....

Pasal 2

erdlf l da11:

raian lebih l anjut m engenai Anggaran Pendapatan dan B elanja De~
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , t ercantum dalam Lampiran yang'

erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini,

1. Lampiran I
. Lampiran II

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3
epala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peratur
epala Desa ini.

Pasal 4
eraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu
epala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ....

Ditetapkan di Desa ...
pada tanggsl

KEPALA DESA ...

iundangkan di Desa ...
ada tanggal

EKRETARIS DESA ...

ERITA DESA ... TAHUN 2016 NOMOR ...

BUPATI SUMBAWA,

gg M. HUSNI DJIBRIL



LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR $4I TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAN
KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

IAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN ....

PEMERINTAH DESA .......
KECAMATAN ........

KASUPATEN SUMSAWA

PAGU DANA DESA: R p ,

KODE
REKENING URAIAN

NOMOR DAN
TANGGALSUKTI

PENYALURAN
SP2D n

IUMLAH
PENERIMAAN

(DEBETI

IUMIAH
PENGELUARAN

(KREDITI
R .R

6 =4ng
1
1. 2
1. 2. 1

PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Dana Desa
- Tahap Pertama
- Tahap Kedua

2
2. 1
2. 1. 1
2. 1. 2
2. L 3.

BELANIA
Sldang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Keg(stan ...
Keg(Stan ...
dst ...

Sldeng Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan ...
Kegiatan ...
dst ...

2. 2
2. 2. 1
2. 2. 2
2. 2. 3

2. 3
2. 3. 1
2. 3. 2
2. 3. 3

Sldang Pemblnaan Kemasyarakatan
Kegiatan ...
Keglatan ...
dst ...

2. 4
2. 4. 1
2. 4. 2
2. 4. 3

Sidang Pemberdayaan Masyamkat Dese

Kegiatsn ...
Keglatan ...
dst ...

l U M LA H

Selerantan I
' 5 pan penyiluran Oana Ossa sari Sauupa!en lw Ossa

Disetujui oleh,
Kepala Desa ...Sendahara Desa ...

a ATI suamAwA,)

M. HUSNI DJIBRIL


